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Menimbeng

1. bahwa "Regeling van de verhouding en de samenwerking
tusschen burgerlijke en militaire gezaghebhenden"
terimat dalem Steatsbled 1927 No.345 iidak sesual
legli dengan keadasn susunan pemerintehsn sipil dan
dengsn tuges Angkaten Perang pada dewasa inij;

2. bahwa perlu diasdaken peraturan demilkisn Jans sesual
dengan keadasn susunan pemerintahan aipil den tugas
Angkaten Perang pada+dewssa ini;

Nengingat : Undang-undang Dasar Semsnters Republik Indonesia pasal

853

Dewan Menteri.dalam rapatnja jang ke 22 pada ftanggal 29
Djwli 1952; 2

Mendeagar

(1]

MEMUTUSXAN :

~ Menetgplan i

PERATURAN TJARA HUBUNGAN DAV KERDJA SAMA ANTARA PEMERINTAH
SIPTL, DAN ANGKATAN PERANG.

Pagal L.

{1} Pads dasarnja mseka Fenguasa éipil nenegang kekuassan tertinggl
delan urusan Keamanan dan ketertibvan umu 4l daerahnja.

_“(2) Panguasa~penguese Sipil dan Komandan-komandan Militer wadiib
' memelihars hubungen dan kerdja same jeng balk antera alat-olat ke-
kuassan sipil dan militer. :

{3) Tenguasa~penguasa Jipil dan Knmandau—komaﬁdan Militer wadjib
saling memberikan keterangan-keterangan jang dildra berguna urn. tule
mendjalankan tuges kewadjiban masing-masing, Kepala-kepala Daerah
wadjib memberikan keterangan-keterangan epada Homanden Millter
iang tertinggl di daershnjs mengenel keadaan keamanan dan keterti-
han wmum dalam daerah Komandan Militer itu.

(4) Penguasa-penguase Sipil dan Komandan-komandan Militer wadjidb

bersang-sama mempertimbangksn soal-soal jang memerlukan lkerdjzs sama
antara Pemerintah Sipil dan Angketan Perang. Apabila salah gaiu fi-
hak mengadjukan usul kepads atasannje jaig membuiuhkan pertimbangen
bersama itu, make usul 1tu harus @;sertai pendapat dari fihak jang
lalin. . - "

]

Praal 2.
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Apsbila seluruh atau sebagian dari daerah Republik Indonesls
dinjatakan dalem keadean bahaja, maka hubungan dan batas-batas
kekussgasn Pemerintah Sipil dan Angkstan Perang di daersh itu di-
g%iarkan atag Undanpg-undang keadasn bahaja jang berlakn pada waltiu
itu,

-

Pasal 3.

Di luar keadaon jang ddmasksudkan delam pasal 2 maks peraturan
ini jeng berlalku dalam hubungan dan kerdja seme antars Pemerintsh
oipil dan Angketan Ferang,

Pasal 4.

Penguasa Sipil berhak memints bantuen militer darl Angkatan
Pereng denpan tlare Jang ditentuksn dalam peraturan ini, apabila
ternjata atau dapat diperhitungken, behwa Follsi Negara tidak +ju-
kup kuet atau karene sesuati sebab Jang sah tidak dapat bertindax
pada wakitu dan ditempat jeng dibutuhlannja untuk uwsshe:

a. mentjegah gengguan atsy memuiihkan keamenan dan ketertiban
a3 2

b. mendjaga keselgmatan dan keamanan umun spabile ferdjadl atau
dapat diduga skan terdjadi bentjana alam;

¢. mendjage bangunan—-bangunan serts alaf-alat Jang sangat penting
basi Negara abtau Lagl masjarakat, apebila sde kemungkinen lkeru-
gakan dan pentjurien hangunan-bangunan steu alat-alet itu,

Famal 5.

{1) Dalem keadasn tersebut delem pasel 4 maks jang berhsak meminte
bantuan militer untuk daeralmjs masing-masing adalah :

2. pade pokoknja Gubernur Kepales Daereh Propinsi ateu Kepals Daerah
© lain Jang setingket dengan Gubernur; -

b. pendjabat Pamonyg Pradja jang tertinggi i1 sesuatu dserah lain
kalau terpaksn oleh keadamn dan metelah dipertimbangkan bersama
dengan pendjebat Polisi &i daerah itu;

{2} Jang dimaksud dengan perkataan "kalau terpsksa oleh keadaan"
delam ajat (1) sub b pasal ini ialah, apabila despat diperhitungkan,
bahwa bentuan militer tidsk depat diberikan pada walktu dan ditenpat
jang dibutuhlannjse, 4jikeleu permintaan bantuan militer itu dimadju-
Itan gleh Gubernur,

(3) Peudizbat Pamong Pradja fersebut dalam ajat (L) sub b pasal ini
wadjib dengan djalan jang setjepat-ftjepatnja meminta pengéegahan dari
Gubernir ates permintean banitven militer jang dimadjulan olehnja.

(4) Gubernur memberikan keputusen atas permintesan pengesahan ter-
maksud delam ajet (3) pesal ini dalesm wektu 2 x 24 djam sesudah
menerina permintsan pengesahan itu.

{(5) Tentang keputusan Gubernur ates permintaan pengesshan itu de-
ngan setjepat-tjepatnja diberitahuken oclelnja kepads Penguasa Lili-
ter jang bersengkuten seperti dimakead dalam pasal € ajet (1).
Penguasa Militer selandjutnje memberitahultan dengan setjepat-tjepat-
nja keputusan ity kepada Komandan Militer jang menmberilken bhantuan
militer. :
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(6) 4pabila permintean pengesahan itu ditolsk oleh Gubernur, make
bantuan militer dengan sendirinja berhentl dalam 2 X 24 djam sete-
lah Komandan Milliter jang memberikennja mernerims keterangan penola-
kan itu dari Pengussa Milifer jeng dimekgud dalam pesal 6 ejat G

Foagal 6.

(1) Pada pokeknja jang berhak menerina permintaan dan wadjib mem-
beriken hantuen millter adelsh Panglima Tentera dan Territorium atau
Komsnden Angkatan Laut dan Komendan Angkatan Udars jeng oleh lenterd
Pertaliznan diveri kelussabln memberi bantuen militer,

(2) Delam keadsan memaksa termaksud dalam ajat (2) pasal § malce, Koo
mendan Militer tertinggl setempa’b. berhek menerima permintaan dan
wadjib memberikan bantuan militer.

(3) Panglima Tentera dan Territorium, Komenden Anpgkaten Laut dan
Komandan Angkatan Udara jang oleh Nenteri Pertahanan diberi kekma-
gaan memnberi bentusn militer den Xomanden Militer tertinggi setempat
itu selandjutnje dalam perafuran ini disebut:; Penguasa IL1dter,

Pasal 7.

(1) Apabile adas perselisihan fahem énters Pengugsa Militer dan Pe-
nguasa Jipil tentang perlunja diberikan bsmtuen niliter, maka

8. Fenguasa Liliter madjukan pendapatnie P:&padé. Menteri Pertahanan
dengan memberitshukan pendapat 1tu kepada Pengussa Sipll;

b. Penguasa S3ipil medjulan pendepsatnja kepada Perdana NMenteri
dengan perantaraan Menteri Delem NWegeri dan dengan pemberli-
tahukan pendapat itu kepada Penguass Mlllter.

(2) Tewan Menteri memberdiken kevutusan tentang perselisihan foham

termaksud dalam sjat (1) pesal ini, Keputusan inj oleh FPerdana lien-
teri diberitahukan dengan djslan setjepab-tjopatnje kepada Penguasa
Militer dan Penguasa dipil jeng berkepentingan.

(3) SHelams uenunggu keputusean Dewan Menteri meka Fenguasa Hiliter
memberikan bantusn militer menurut ketentuan-ketentuan dalam peratu-
ran ini, ;

Pazgl 8,

(1) Permintasn bantuan militer dimedjukan dengan tertulis oleh
Penguasg Sipil.

(2) Apabila keadsan memekss, permintssn dapat dimadjuksn dengan
ligan, Dalam hal ini permintaan jang teriulis disusulkan selambat-
lambainje 1 x 24 djam sesudah permintaan itu diterims oleh Peénguasa
Miljiter. -

(3) Dalam permintean itu didjelasken i
a, spa sebabnje dlminta banturan millter;
b, daerah dimana bantusn piliter dibutuhkan;
¢, saaf harvs dimulasinja bantuanh millter;
d, saat dihentikannja bantuan militer;
e, tudjuan jang harus ditjepal denpan banipan militer
f, keterangan=-keterangan lain jang serguna untulk melantjarkan
djalantja bantuan militer, '

';M
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(4) Apabile tudguan bantuan militer sudah tertjapai mebelum saat
tersebut ajat (3} sub 4 pasal ini, maka bantusn militer dihentikan
cleh Penguasa Militer petelah mendapet persetudjuan derl Penguasa
eipil.

{5} Apebila tudjuen bantuan piliter belum tertjapai pade saat ter-
gseout ajet (3) sub d pasel ini, bantusn militer diperpandjang atas
keputusan bersama antara Penguasae Sipil dan Penguasse Militer. Dalam
hal ini didjelenkan tjara jang dimust delam pasal 5,

Pagal 9«

{1) Penguasa Militer menetapksn metjam den kekvatean peasukan jarg
digunalen wituk bantuan militer dan menetapken tjara mendjalanksn
bantuar. itu, terubama tentang sendjata dan alat-alat jang perlu di-
pakai dan tjera serta wakiu memsgkeingja.

(2) Setelah tertjapal tudjuan jang tersebut dalem pasgl 8 ajat {(3)
sub 2 atau setelah $lba sesat jang dimaksudken dalen pasal O ajat (3)
sub d reks Penguass Militer mewmberiken ichtisgsar kepada Penguasa Sl
Pil,

Papal 10.

(1) Afas permintasn sten dengan persetudjuan komandsn pasukan jang
mendjalankan bantuan militer mgke Penguase Sipil wadjit mengambll
tindekan-tindakan jeng termasul dalam kKekuasaannja dan berguna untux
nempertjepat tertjapainja tudjuan bantuan militer.

{2) Penguasse Sipil tidak berhak tjampur tangan dalam pimpinan pasu-
kan jang mendjslankan bantuan militer, Sebaliknjs komanden piliter
tidak berhak tjiampur tangen dalem urusan jang termasuk kekussaan
Penguaga Sipil.

Paszal 11.

(1) Sebelum selama den sesudsh didjalankan bantuan militer meke ke-
kuasasn dan tanggung djawab atas keamenan dan ketertiban wnur tetap
ada ditangan Penguasa Sipil,

(2} Pimpinan dan tenggung djewab ates djalannja bantuan wiliter ber-
ada dalem tangan komsnden pasukan jeng mendjalankan bantuan militer,

FPasal 12,

Apabila untuk mentjapel tudjuan jang termeksud dalam pasal 8 aj:
(3) sub o dipunakan djuge kesatuan-kesatuan atau tenaga-tenaga Polis:
Negara, maka merecks itu dalem useha mentjapat tudjuan fersebut dan
selaml didjelankan baniuan militer berads 41 bawsh perintah-perintah
taktis dari komendan pasuken jang mend]alankan bantuan mili ter.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak menpurangi kewadjiban Tisp-tiap alat ke~
Yuassan Hezare untuk nemberi pertolongan apabila dibutuhkan dengan
gelutike oleh lein alat kekuessan Nezgra,

_Pesal 14.

Peratursn ini tidak mengurangi kekusssaan tiap-tiap komandan mi-
liter wntuk mengambil %indekan-~tindakan jeng perlu bust mendjamin
keaelamatan kKesatuan jang berada di bawah pimpinannja. ;

Pasal 5. _ §
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Pasal 15,

Pada hari Peraturan ini mulsl berlaku maks "Regeling van de
verhouding en de samenwerking tusschen burgerlijilke en militai-e
gezaghebbenden" dalam Staatsblad 1927 No.345 ditjabut,

Fasal 16,

Peraturan ini mulai berlaku peda hari ditetaplkan.

Ditetapkan di Djakarte
peda tanggel 30 Djuli 1952.
/
/L N PRISIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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